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BUPATI BUTON,

bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka

mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan
pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk
bahwa dengan diteapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor

06/Permentan/SR13012/20lL tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi (HETI Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Tahun Anggaran 2011 maka kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2010 yang telah diteapkan dengan Peraturan Bupati

Buton Nomor 6 Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a b dan c, maka

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi FEfl Pupuk Bersubsidi unhrk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 20LL.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor L822);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan'
ketentuan Pokok Petenakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824)i

undang-undang Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);



V

4. Undang-.Undang;Nomor 19 Tahun_2003 tentang Badan Usaha Milik
tleeara;(Ilqm.b.aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

70;Ta;ii.ahan Lembarin Negara Republk Indonesia Nomor 4297);
' !::

5. Undarig:Undang Nomor B Tahun 2004 tentang Perlindungan

Konsuir.e-ru flembaran Negara Republik Indonesia Tahun \999
n o rtrti'--,i2 ltirit U"tt.n Lembaran N e gara R ep ublik I n do n esia N o m o r
q4?si'T::i ,

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

tLbritiilran Nofara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,

iefriUUtrun" l,einbaran N egara Republik Indonesia N omor 4 4I1);
i.

7. .UndanglUndgng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan' 
Daerah CIembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20a4 Nomor

125, Taribahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

12 Tihun ioog tentang Perubahan Kedua atas undang'undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah flembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484$;

B. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2001 tentang Pupuk

Budidaya Tanaman [Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Beiita Negara Republik Indonesia Nomor aBT;

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan

Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

634/MPP/Kepl9/2AO2, tentang Ketentuan dan Tata cara

Pengawasan Barang dan atau fasa yang Beredar di Pasar;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/KptslTR260lt/2003
t.nt"ng syarat dan Tata cara Pendaftaran PupukAn-organik

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/Ar.zn / 4/2003
t.ntrng Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan

Penggunaan PuPuk An-Organik

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OLZIA/ 4/2003
tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor O2/Pe*/HIdlO6O /21212006
tenhng Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nom or ZLIM-DAG/PERI 6/2008
tentang Pengadaan dan- Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk

Sektor Pertanian;

a



h:{c Menetapkan

17. Peraturaxliliii Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan

1Sk{$0/'.9#?0,10 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET},p...up,,ttlt' B ersubs idi untuk Sekto r Pertan ia n Tah un An ggara n

2OLL:;
, .,: ;,,i :,,.*l:" fi:ii:i i,,r

18. I(Uptl'frtrhfi' Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Skl30 ft /2A06
fefffhff'gfftbkomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah

'ffifl$hffisi;!;1{IT gl i; ': :i ' ' 1

19. Kitlihtsalr- Menteri Pertanian Nomor 456 /Kpts/ OT.L60 /7 /2006
fi;hihrig" Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkaiian

' ;., Keu-iitiltan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
t:111i:lii14t.r,' ,' I

Z0,K"eputusan Menteri Pertanian Nomor 465 /Kpts/OT.l60 /7 /2006
tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat

,. PU5flt,,,

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG T(EBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI (TIET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEI(TOR
PERTANTAN TAHUN ANGGARAN 20 11

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.

Bupati adalah Bupati Buton.

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung
atau tidak langsung.

Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara
kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau
pabrik pembuat pupuk.

Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya
terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau
hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat
atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik,
memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah.

Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman
sesuai dengan status hara dan kebutuhan tanaman untuk
mencapai produktivitas yang optimal dan berkelaniu&n.
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Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Terringgi
(HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan bididaya
tanaman pangan, hortikultura, perke-bunan, hijauan pakan ternak,
buciidaya ikan dan atau udang.

Pdtd'fli",radalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
fi€ff$utahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura
dengan luasan tertentu

Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan
tertentu.

Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan
luasan teftentu.

Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara
Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan,
untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memilki izin
usaha.

14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau
mengadakan pupuk an-Organik (Urea, NPK ZA, SuperphosJ dan
pupuk Organik di Dalam Negeri.

15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 07 /ln-DAG/2/20A9 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian.

16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan
Menteri Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/2/2009 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian.

17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai
kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya
pertanian dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan
lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau
kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/ I{alikota atau peiabat
yang ditunjuk

18. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani tRDKq, adalah
perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi Srang'disusun
kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang
diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan
atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi
pemupukan berimbang spesifik lokasi

19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah
koordinasi instansi terkait dalam pengawa*rn pupuk dan
pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tinglmt provinsi dan
oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten /Kota

L2.
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BAB N
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

,: t ' pasal2

(11 Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak
yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2(dua) hektar setiap
musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan
atau'trdang seluas-luasnya 1 fsatu) hektar.

. t:i

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1J ridak
diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikurtura,
perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

C

BAB III
ATOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan
berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan
kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah Daerah serta alokasi
anggaran subsidi pupuk Tahun Z0I1,.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1J
dirinci menurut Sub Sektor, Kecamatan, |enis dan |umlah
kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai
dengan Lampiran XXXI Peraturan ini.

(31 Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayar (zJ
dirinci Iebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan
sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (31
ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan fanuari z}Lr.

(51 Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun,
peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK
yang disetuiui oleh petugas teknis,penyuluh atau Kepala Dinas.

(6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikurtura,
peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan atau udang
setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani
untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau
kem am p uan p enyerapan pupuk di tin gkat petani diwilayahnya.



Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana
dimakiud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui

.ii

realokasi antar wilayah.

(2) Realolasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton
ditetairkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3J 'Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
. ,'dila$anakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala

Dinas Pertanian, sambil menunggu penetapan Bupati guna
':rnemenuhi kebutuhan petani di lapangan.

l i'. l

(4Jl,,At5ila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata
,' ",,tldak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi

pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan
sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa
alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1
(satu) tahun.

BAB TY

PENYATUMN DAN HET PUPUK BERST'BSIDI

Pasal 5

t1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (L)
terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang
diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

tZ) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat t1) adalah
PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kuiang PT. Pupuk Kalimantan
Timu[ dan Pf. Petrokimia Gresilc

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor perhnian di
penyalur Lini Me petani atau kelompok tani diatur
sebagaimana berikut:

a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV
berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung
jawabnya

b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a
mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati .
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t3l untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV ke
petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Kabupaten Buton merakukan pendataan RDki{
diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam
mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang
ditetapkan dalam peraturan Menteri pertanian.

t4l optimalisasi pemanfaaran pupuk bersubsidi pada tingkat
petani/kelompok tani dilakukan melalui plndampingan
penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

(51 Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini tv ke
pehni dilakukan oleh petugas pengawasan yang ditunjuk
sebagai satu kesatuan dari Komisi pengawasin lupuk dan
Pestisida [KP3).

Pasal 7

(11 Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang
bertruliskan:
' Ptlpuk Fersubsidi pemer{ntah'
Barang Dalam Pengarmsan

(2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada
label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
oleh produsen pupuk selambat-lambatnyi iampai dengan bulan
April 2A11.

Pasal 8

t1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk
bersubsidi sesuai Harga Eceran tHEt).

(2) Harga Eceran Tertinggi IHED pupuk bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,-/Kg
b. PupukZA

c. PupukSp-36

d. PupukNPK

e. Pupuk Organik

- Rp. 1.400,-lKg
- Rp.2.000,-/Kg

= Rp.2.300,-/Kg

= Rp. 7A0,-/Kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HETI pupuk bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) unruk kemasan s0 K& 40 Kg at"u zo xg
yang dibeli oleh petani, pekebun, peternah pembudidaya ikan
dan atau udang di penyalur Lini tV (pengecer resmiJ.
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Pasal 9

(11 Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan
pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak,

' . pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung iawabnya
r ' sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk meniamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1J perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang
dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian
Kabupaten Buton dan bagi daerah-daerah yang penyerapan
pupuknya telah melebihi aloksinya, dapat melakukan realokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
PENGAWASAN DAN PETAPO RAN

Pasal 10

Produsen waiib melakukan pernantauan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini
IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib melakukan
pemanfauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan
dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya

(2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas [THL) dan Tenaga
Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta
Pengamat Hama dan Penyakit [POPT-PHP).

Pasal 12

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan
laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah
kerjanya kepada Bupati, dan selanjutnya laporan tersebut
disampaikan kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTT'P

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur {alam
Peraturan ini akan diteapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Buton.



Pasal 14

ffipkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Buton
2010 tentang perubahan peraturan Bupati Buton

un 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
. Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran

n tidak berlaku lagi.

Pasal 15

ran ini mulai berlaku pada tanggal 1|anuari?ALI.
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

i'undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
ta Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di
pada tanggal,

Pasarwajo

H. rM. SIAFET KAHAR

Pasarwajo
nApef 2017

TAHUN hOI'1-NOMOR, .....6...
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-SE K D A

Diundangkan di
pada tanggal lV

SEKRETARIS DA

Muda,IV/c
231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON


